
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019 
Tentang 

Hak Pegawai Honorer Dalam Berbagai Undang-Undang 
 

Pemohon : Rochmadi Sularsono, dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik 
 terkait pegawai honorer  terhadap UUD 1945 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
Tanggal Putusan : Senin, 15 April 2019 
Ikhtisar Putusan :  

 

 Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berstatus 
sebagai pegawai honorer yang berjumlah 69 orang yang dalam hal ini menunjuk Sdr. 
Rochmadi Sularsono sebagai koordinator dalam pengajuan permohonan perkara a 
quo.   

 Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para 
Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
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Pelayanan Publik terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 

 Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah para 
pegawai honorer di berbagai kabupaten/kota yang oleh karena adanya norma yang 
diuji menyebabkan masa depan para Pemohon untuk menjadi ASN menjadi tidak 
jelas. Dalam pertimbangannya Mahkamah, tidak mempertimbangkan lebih lanjut 
kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok 
permohonan, namun langsung mempertimbangkan mengenai permohonan para 
Pemohon secara keseluruhan.     

 Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih 
jauh pokok permohonan para Pemohon namun langsung mempertimbangkan secara 
keseluruhan sistematika dan substansi permohonan. Dalam pertimbangan hukumnya, 
Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah memeriksa 
permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 
2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Mahkamah telah memberikan 
nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas 
permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Bahwa para Pemohon telah melakukan 
perbaikan permohonan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
tanggal 3 Maret 2019 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan 
permohonan pada tanggal 4 Maret 2019. Namun ternyata para Pemohon dalam 
perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika yang tidak sesuai UU 
MK. Menurut Mahkamah, sistematika permohonan para Pemohon tidak memenuhi 
sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 
31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005.  

 Selain itu, posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak memberikan 
argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan 
UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara 
pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Para 
Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru 
lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon. Padahal, 
Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Februari 
2019 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki 
permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan memperjelas 
argumentasi pokok permohonannya mengapa norma sejumlah undang-undang yang 
dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan 
tetapi permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Dengan 
demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan para Pemohon jika dikaitkan 
dengan petitum permohonan. Lagi pula, apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh 
para Pemohon, sebagaimana tertera dalam petitum permohonan, juga tidak jelas atau 
kabur. Disebabkan oleh ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit 
menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk 
bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, 
namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur sehingga tidak memenuhi 
syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat 
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(1) UU MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon. 

 Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya 
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 


